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LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan atau seperangkat keputusan
untuk mengetahui situasi atau keadaan permasalahan yang mengandung nilai-nilai
tertentu, memuat tentang ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan
untuk mencapainya.(Suharno, 2010).

Anderson(1975) Kebijakan Publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan
yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Defenisi
kebijakan Andeson dapat diklasifikasikan sebagai proses managemen,dimana
didalamnya teradapat fase serangkaian kerja pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S.
Tangkilisan, 2003)’’Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam kebijakan publik
yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Ketika pemerintah benar-benar
diklasifikasikan sebagai decision makiing ketika kebijakan publik yang diambil
bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau
negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)

W.N.Dun(1995) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah
sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun
oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang
pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan
sebuah pembangunan perkotaan.

Woll(1966) Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik
adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah
dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga
yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.

RobertEyestone (1970) Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa
kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah

lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic
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governance, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan
rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.

CarlFriedrich (1989) Menurut Carl Friedrich mengungkapkan bahwa
kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang
diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi
suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada
sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat
merealisasikan suatu sasaran.

HenzEulau dan Kenneth Previt ( 1973 ) Menurut mereka Merumuskan
kebijakan publik adalah sebagai suatu keputusan yang tetap, dan yang ditandai
oleh kelakuan yang berhubungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat
sebuah kebijakan dan yang melaksanakannya.

Irfan Islami (2000) Menurut Irfan Islami menyatakan bahwa kebijakan
publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan
atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat.
Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama
sebuah kepentingan pubik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi
keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli
memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitanya dengan keputusan atau
ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan
membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Kebijakan pada intinya
merupakan keputusan-keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi
kepentingan publik, yakni warga negara. Kebijakan hasil dari berbagai gagasan,
teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu

negara.
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Secara sederhana bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD
1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan
President, dan Peraturan Daerah.

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksana.
Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri,
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakan dapat
pula berbetuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri, Gubernur,
Bupati dan Walikota.

3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijkan yang mengatur pelaksanaan
atau implementasi kebijkan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan
yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur, Bupati, dan
Walikota. (Nugroho, 2014).

Proses kebijakan Publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan
meliputi tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:
”1.Pembuat atau merumuskan kebijakan (merepresentasikan fungsi menejemen
perencanaan), yaitu meliputi;(1) Penyusunan agenda kebijakan,(2) Perumusan
kebijakan. 2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi
manajemen: pelakanaan/acaunting); dan. 3. Evaluasi Kkinerja kebijakan
(merepresentasikan fungsi manajemen: controlling), yang dilakukan melalui
kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan
pertanggung jawaban/akuntabilitas ”. (Nugroho, 2014:123).

Proses kebijakan publik sebagai pembuat atau merumuskan kebijakan,
pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi memiliki hubungan yang erat.
Ketiganya merupakan saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya dalam sebuah
proses kebijakan melalui tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Nanti nya dalam
pembuatan kebijakan tersebut akan didasari oleh dasar-dasar permasalahan yang
nantinya akan dirumuskan lalu di laksanakan langsung ke dalam kehidupan
bagaimana dampak dari perumusan Kkebijakan tersebut. Dan diadakannya

pemantauan dari aktivitas-aktivitas oleh kepala daerah.
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2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Effendi (2000:39) menyatakan implementasi kebijakan adalah
”proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan setelah kebijakan itu
disahkan untuk menghasilkan out come yang diinginkan”. Didalam Implementai

kebijakan pada prinsipnya ada 6 kriteria, yaitu:

1. Efektivitas adalah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada
sasaran dan tujuan yang diinginkan.

2. Efisien adalah jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilakan tingkat
efektifitas yang dikenhendaki.

3. Berkecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat
efektivitas memuaskan kebutuhan adanya masalah.

4. Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu
kebijakan yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata
kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

5. Responvitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang
menjadi target kebijakan.

6. Ketetapan adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan tersebut
tepatuntuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan
pemerintah adanya antara tujuan (hasil) yang diperoleh, benar-benar bernilai
atau bermanfaat. (Sjahrir,1988)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut
(Suharno,2008). Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan
Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau
sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa
langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,

Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll
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(Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh
Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadiankejadian (Solichin Abdul Wahab, 2012)

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak
dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami
apa yang kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yaitu
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan
kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk
meninbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kajadian tertentu (Arif
Syaiful,2006) Kemudian dilanjutkannya, untuk mengemukakan bahwa satu hal
penting didalam kebijakan publik yaitu, perumusan kebijakan publik adalah inti
dari kebijkan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.
Itulah yang pertama kali harus disadari sabagai suatu hak yang hakiki dari
kebijakan publik.

2.2.1 Aspek Implementasi Kebiajakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,
dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan (BudiWinarno,2002:102).
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Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara
menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip
Solichin Abdul Wahab (2005 : 71-78) , yaitu :“(a). Kondisi cksternal yang
dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau
kendala yang serius. Hambatan hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis
dan sebagainya (b). Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-
sumber yang cukup memadai (c). Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan
benar-benar tersedia (d). Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan
oleh suatu hubungan kausalitas yang handal (e). Hubungan kausalitas bersifat
langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya (f). Hubungan saling
ketergantungan kecil (g). Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap
tujuan (h). Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat (i).
Komunikasi dan koordinasi yang sempurna (j). Pihak-pihak yang memiliki
wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang
sempurna.”

Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat Kkita simpulkan
bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan-badan adminitratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula
menyangkut pada jaringan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Akhirnya berpengaruh
terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak digarapkan.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994 :
144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik

dikarenakan :

a) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-
badan pemerintah;

b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

c) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan
dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan;
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d) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih
sesuai dengan kepentingan pribadi;
e) Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan;

Menurut pendapat Edwards (Soebarsono,2005) implementasi kebijakan di

pengaruhi oleh beberapa variabel:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga
akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya,
implementasi tidak akan berjalan baik. Sumberdaya tersebut dapat terwujud
sumberdaya manusia, yaini kopetensi implementor, dan sumberdaya finansial.
Sumberdaya adalah faktor yang terpenting untuk implementasi kebijakan agar

efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas diatas dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik
seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor
memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman
pembangunan diberbagai negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat

komitmen dan kejujuran aparat sangat rendah.Berbagai kasus korupsi yang
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muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat

dalam mengimplementasikan program-program kebijakan dalam pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu
dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur
operasi standar (standard operating procedure) yang menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang
rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.

2.3 Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima adalah orang yang
menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu
dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan
dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau
tempat-tempat lain.

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha
dagang perorangan atau kelompok vyang dalam menjalankan usahanya
menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir pinggir jalan
umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya
dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang
mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum
sebagai tempat usaha.

Keberadaan PKL di Pekanbaru sendiri berkembang pesat dan jumlahnya
terus bertambah sehingga keadaan PKL di Pekanbaru tidak tertata dengan rapi.
Hal tersebut dikarenakan para PKL melakukan kegiatan usahanya di pinggir-
pingir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk

berjualan. Selain itu masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha sehingga
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keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis
dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari
Satpol PP.

Kebijakan pemerintah di Kota Pekanbaru dalam mengatur keberadaan
PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan
sesuai dengan peruntukkannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan
lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme, pemberian perizinan, pengaturan
pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah
tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah
dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi
PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya
tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi
PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali
di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi
usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi.

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib memiliki izin
usaha dari Walikota. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan
jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya
sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian
izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki
lima. Pengaturan pemberian sanksi terhadap PKL berupa teguran lisan atau
tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya
pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para PKL dapat bersikap tertib dalam
menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan,
kebersihan dan kenyamanan.

Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan terhadap PKL juga harus
dilakukan yaitu dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha,
pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain,
bimbingan untuk memperolen dan meningkatkan permodalan, peningkatan

kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang
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diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL
bisa mengembangkan usahanya. Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para
PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga
para PKL mendapat penertiban yang layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

2.4 Pembinaan dan Penataan

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125
Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Upaya penataan PKL oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru dilakukan sebagai upaya penataan ruang dan menciptakan lingkungan
yang tertib, nyaman dan bersih. Selain itu, salah satu amanat yang tercantum
dalam Perda no 11 tahun 2001 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau
kawasan sesuai peruntukkannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
Penetapan lokasi tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan
kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, Ketertiban,
kesehatan dan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat
kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat
permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan
rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlahh PKL sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, antara lain:
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Tabel. I1. 1 : Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima

No

BAB

Pasal

Ayat

Tempat Usaha

Perizinan

2

(1) Tempat Usaha Pedangang Kaki Lima ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

(2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban,
keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata
Ruang Kota sesuai dengan Peraturan

Daerah yang berlaku.

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus
bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian,
kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan
keamanan disekitar tempat usaha.

(2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan
keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah

menetapkan persyaratan persyaratan lebih lanjut.

(1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan
Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

(2) 1zin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta
memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.

(3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta
pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini diatur oleh Pemerintah Daerah.

(4) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
tidak boleh dipindah

tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dapat dicabut apabila :

a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang
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tercantum dalam Surat izin.

b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi
ditetapkan sebaga i TempatUsaha

Pedagang Kaki Lima.

c. Pemegang lzin melanggar ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang

berlaku.

d. Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

(1) Atas pencabutan izin sebagaiman dimaksud Pasal
4 ayatayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6
(Enam bulan).

(2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal
4 ayat 2 Peraturan Daerah ini,kepada pemegang izin
diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang
pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala
Daerah.

(3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaiman dimaksud
ayat 2 Pasal ini dibebankankepada penerima izin
dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah).

1) Pedangang Kaki Lima yang tidak memenuhi
ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanDaerah ini dan
atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima
yang memilikiizin diberikan peringatan satu kali.

(2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan
peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat
jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang
dagangan dan alat yang digunakan.

(3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan
Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang

waktunya diatur oleh Kepala Daerah.
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3 Pembinaan

4 Pengawasan

5 Ketentuan Pidana

(4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat
Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat
melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan
atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.

(5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat
berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu
lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat

menghancurkan atau memusnahkannya.

(1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan
peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima
Walikota berkewajiban memberikan pembinaan
berupabimbingan dan penyuluhan.

(2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Pasal ini, ditetapkanlebih lanjut oleh Kepala

Daerah.

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan
ataudenda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima
Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini adalah pelanggaran

2.5 Defenisi Konsep

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini

maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini

yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Implemntasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.
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2. Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan
tertentu.

3. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan
Pemerintah Daerah nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan
pedagang kaki lima.

4. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah
daerah melalui penataan lokasi binaan untuk melakukan penetapan,
pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan
kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,
keberhsilan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa,

ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

2.6 Konsep Operasional

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang
terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini
maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards I1l. Edward
melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana
terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi
kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana
pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Dalam pandangan
Edwards 111, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

(1) komunikasi,

(2) sumberdaya,

(3) disposisi,

(4) struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
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2.7 Pandangan Islam Tentang Pedakang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang yang menawarkan barang dagangannya
ditrotoar yang sebenarnya sarana umum bagi pejalan kaki. Tidak hanya
menggunakan trotoar sebagai tempat usaha pedagang kaki lima ini juga merusak
fasilitas yang ada. Dalam hukum islam terdapat larangan membuaut kerusakan
dimuka bumi.

Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan

dimuka bumi. Yang artinya sebagai berikut :
“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah : akankah
perjalanan dimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang dulu kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan (Allah)”

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagai manusia terhadap alam dalam
menserakahkan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang
yang tidak karuan pada sekarang ini serta udara yang dirasakan saat ini sudah
tercemar. Itu semua adalah perbuatan manusia, yang merugikan manusia dan
makhluk lainnya. Islam mengajarkan umat manusia senantiasa menjaga
lingkungan dengan baik. Untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya
yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitas berupa hutan, tanah, dan air perlu
dilestarikan.

Surat Al-An’am ayat 135 yang mengartikan :

“Katakanlah : “Hai kaumku. Berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya
akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita)
yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang
yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan ”.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya manusia yang
tidak berusaha secara bersungguh-sungguh adalah termasuk orang yang zalim,
karena Allah telah menjadikan kehidupan didunia ini sebagai lahan mencari

kebahagiaan. Orang-orang yang zalim seperti ini divonis oleh Allah sebagai orang
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yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, sebagai balasan kezaliman yang

diperbuatnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel I1. 2 : Kesimpulan Dari Hasil Peneliti Terdahulu

Nama Judul Hasil Penelitian
Adrianto, Tentang  Evaluasi  Implementasi | Dari penelitian ini dapat disimpulakan
Novan. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki | bahwa pemerintah membuat kios kios bagi
2012 Lima Belakang Kampus Universitas | para PKL dan melalukan pemberisihan
(Universitas | Sebelas Maret Di Kota Surakarta pembangunan kios yang tak berizin untuk
Sebelas mengembalikan kondisi jalan seperti

Maret) semula.

Riani, Novi. | Implementasi Kebijakan Pemerintah | Dengan kesimpulan pemerintah sudah
2014 (UIN | Daerah Dalam Mengelola Pedagang | menjalankan kebijakan tersebut, namun
Suska Riau) | Kaki Lima (PKL) Di Kec. Tampan | belum di lakukan sepenuhnya seperti yang
Kota Pekanbaru tertera dalam kebijakan daerah nomor 11
tahun 2001 tentang penataan dan

pembinaan pedagang kaki lima
Kusnadi, Implementasi Kebijakan Peraturan | menyimpulkan bahwa Implementasinya
2012 (UIN | Daerah Nomor 11 Tahun 2001 | sudah berjalan dengan baik dengan adanya
Suska Riau) | Tentan Pembinaan Dan Penataan | kios kios yang sudah disediakan oleh

Pedagang Kaki Lima Di Kawasan
Jalan H.R Soebrantas Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru

pemerintah tetapi para PKL masih ada

yang
Soebrantas.

berjualan  disepanjang  jalan

Dari hasil penelitian yang telah ada, bahwasanya ada beberapa faktor

penyebab muncul pedagang Kaki Lima. Dari hasil Penelitian terdahulu yang

sudah tertera diatas, bahwa dapat kita simpulkan perbedaan penelitian terdahulu

dengan penelitian yang penulis teliti sekarang ini adalah Pada Penelitian

terdahulu, pemerintah sudah menyediakan tempat seperti pembangunan kios-kios

untuk berjualan bagi pedagang-pedagang yang tidak memiliki tempat dan juga

melakukan pemberisihan kawasan tersebut. Sedangkan penelitian sekarang ini

pemerintah belum meyediakan tempat untuk para pedagang kali lima sehingga

dikawasan Stadion Pekanbaru masih banyak tenda-tenda pedagang dan gerobak
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yang bebas untuk berjualan. Sehinnga kawasan ini masih terlihat semberaut
dengan lapak-lapak pedagang.

2.9 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan
yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan
penelitian ini. Penelitian ini tentang Implementasi Perda No 11 Tahun 2001
tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Stadion Utama. Adapun

kerangka berpikir yang disusun penulis sebagai berikut :

Gambar 11.1
Kerangka Berpikir

Implementasi Keijakan

(Perda Nomor 11 tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan)
Pedagang Kaki Lima

iy

[ Teori Edward 11l }

!

/

N N N (s )

Komunikasi : Sumber Daya : Disposisi : truktur Birokrasi
1.Karakteristik 1. SOP
1. Transmisi 1. Jumlah Staf
2. Kejelasan Informasi 2.Keahlian
3. Konsistensi 3.Informasi yang

Klnformasi

AN AN AN /

!

Terimplementasi dengan baik atau tidak baik

Sumber : Diolah oleh penulis, diadaptasi dari teori Edward I11 (Tahun 1980)



